




2.1 Penelitian Terdahulu 
  Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan tema 
yang penulis teliti sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang akan dilakukan. 
 Bambang dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pemetaan Potensi Desa 
di Kabupaten Banyumas14. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan 
terhadap potensi desa yang ada di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori desa Widjaja, 
bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 
berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, landasan 
pemikiran pemerintah desa adalah otonomi asli, partisipasi, keanekaragaman, 
pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
seluruh desa di Kabupaten Banyumas memiliki potensi di sektor pertanian, 
peternakan, perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan. Dari semua potensi 
desa yang dimiliki Kabupaten Banyumas tersebut agar lebih optimal perlu 
revitalisasi peran semua lembaga yang ada di desa. 
 Rosi Yuliawati dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pengelolaan 
Potensi Desa oleh Pemerintah Desa dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa (PADes) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis15. 
                                                          
14Bambang. 2016. Pemetaan Potensi Desa di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ecces: Vol 3, No 2 
15 Rosi Yuliawati. 2017. Pengelolaan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa dalam Rangka 
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten 
Ciamis. Jurnal Dinamika: Vol 4, No 3 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendorong gerakan, prakarsa, partisipasi masyarakat 
desa untuk mengembangkan potensi atau aset desanya. Penelitian ini menggunakan 
teori asas pengelolaan Nur Cholis, terdapat 6 asas pengelolaan yaitu asas kepastian 
hukum, asas fungsional, asas keterbukaan, asas afisiensi, asas akuntabilitas dan asas 
kepastian nilai. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan potensi desa di 
desa Kawalimukti masih kurang optimal, hal ini terlihat dari hambatan-hambatan 
yang ada disetiap indikator pengelolaan potensi desa.  
 Fajar Sidik dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Menggali Potensi 
Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa16. penelitian ini menggunakan teori good 
governance Dwihapana dan Eko, bahwa apabila konsep good governance 
diletakkan di lingkup desa maka terdapat dua isu strategis, yaitu pemerintahan 
demokratis dan hubungan antar elemen governance. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan desa wisata di Bleberan (2010-2014) 
pendapatan asli desa meningkat secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari 
peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti 
jaringan, organisasi masyarakat, kepercayaan, norma dan lainnya. Namun dalam 
pengelolaan BUMDes masih belum optimal karena belum dikelola secara 
transparan dan akuntabel.  
 Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas 
mendeskripsikan pemetaan dan klasifikasi potensi unggulan desa. Sedangkan  pada 
penelitian yang akan penulis lakukan adalah pemetaan potensi desa untuk 
mendukung pendapatan asli desa. dari pemetaan tersebut, dapat diketahui potensi 
mana saja yang telah dimanfaatkan namun belum dimanfaatkan. Selain itu dari 
                                                          
16 Fajar Sidik. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan & 
Administrasi Publik: Vol 19, No 2 
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pemetaan potensi, dapat membuka peluang Pemerintah Desa untuk menggali 
kembali potensi yang belum dimanfaatkan. 
2.2 Kerangka Teori 
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Desa 
A. Pengertian Desa 
Desa menurut H.A.W Widjaja adalah sebuah kesatuan masyarakat  
hukum yang memiliki susunan orisinil berdasarkan hak asal usul yang 
berkarakter khusus. Dasar pemikiran dari Pemerintahan Desa yaitu 
kenaekaragaman, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan 
demokratisasi17. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
menjelaskan bahwa desa mempunyai empat ranah dan kewenangan, meliputi: 
pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pembangunan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Yang dengan itu menciptakan perspektif 
dengan melihat bahwa desa merupakan wujud atau kesatuan masyarakat 
hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengurus dan mengatur 
urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat). 
Berdasarkan sudut pandang pemerintahan, desa adalah sebuah 
organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan 
lapisan masyarakat. Terkecil mengartikan bahwa wilayah ataupun tugas 
pemerintahan diemban oleh desa memiliki cakupan dan ukuran paling kecil 
jika disandingkan dengan Pemerintahan Kabupaket, Kota, Provinsi ataupun 
Pusat. Terbawah mengartikan bahwa desa menduduki susunn pemerintahan 
yang paling bawah dalam Tata Pemerintahan NKRI. Namun terbawah bukan 
                                                          
17 H.A.W. Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm: 3 
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berarti desa adalah bawahan Kabupaten ataupun Kota. Bawah berarti desa 
adalah organisasi pemerintahan yang secara langsung menyatu dan 
berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 
sehari-hari. Sedangkan arti dekat adalah desa secara administrasi, geografis, 
perangkat desa dan warga mudah untuk saling berhubungan dan menjangkau 
satu sama lain.  
Apabila melihat berdasarkan sejarahnya, desa telah dikenal 
semenjak zaman kerajaan, itu berarti sebelum datangnya Belanda. Desa 
merupakan kumpulan wilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan 
pusat. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan kerejaan pusat sekadar 
menuntuk loyalitas desa. Sebaliknya bagaimana desa menyelenggarakan 
pemerintahannya, kerajaan pusat tidak begitu mengatur, melainkan 
menyodorkan kepada desa untuk mengurus dan mengaturnya sesuai dengan 
tata cara dan adat istiadatnya sendiri18.  
B. Pengertian Pemerintah Desa 
Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 adalah kepala desa yang dibantu oleh 
perangkat desa. Pemerintah Desa bertugas untuk menjalankan dan mengatur 
pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa serta dibantu 
dengan Perangkat Desa lainnya. sedangkan pemerintahan desa merupakan 
penyelenggaraan perkara pemerintahan serta kepentingan masyarakat desa 
dalam sistem pemerintahan NKRI19. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah 
                                                          
18 Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit 
Erlangga. Hlm: 5 
19 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 
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desa adalah pelaksananya, sedangkan pemerintahan desa adalah proses 
menjalankan tugasnya. 
Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa, kedudukannya sama 
dengan Badan Permusyawaratan Desa. keduanya adalah ujung tombak 
pemerintahan desa, dimana Kepala Desa merupakan pelaksana pemerintahan 
desa. Di bawah Kepala Desa ada Sekretariat Desa, dipimpin Sekretaris Desa. 
Sekretaris Desa biasa disebut dengan nama lain Carik dibeberapa daerah, 
terutama di Desa Kemantren tempat penulis melakukan penelitian. Sekretaris 
desa juga mengepalai bidang Tata Usaha yang berada dibawahnya. Bidang 
Tata Usaha tersebut didasarkan pada kebutuhan setiap desa. Kemudian Carik 
atau Sekretaris Desa, pada struktur organisasi bawahnya dibagi menjadi dua 
urusan, yaitu Unsur Pelaksana Teknik dan Unsur Kewilayahan. Unsur 
Pelaksanaan Teknis Lapangan memiliki beberapa bagian, yaitu Kepala 
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala 
Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Keuaangan. Semua Kepala Urusan 
tersebut biasa disingkat dengan istilai KAUS dibeberapa daerah. Selanjutnya 
Unsur Kewilayahan sebagai pelengkap Pemerintahan Desa, biasa disebut 
Kepala Dusun yang jumlahnya tergantung jumlah penduduk dan luasnya 
dusun di dalamnya.  
C. Unsur-Unsur Desa 
   Menurut R. Bintarto dalam buku yang berjudul “Pengantar Geografi 
Desa” terdapat tiga unsur penting dalam desa, yaitu unsur daerah, penduduk, 
dan tata kehidupan20. Pertama, unsur daerah atau wilayah seperti lokasi atau 
                                                          
20 Prof Drs R. Bintarto. 1994. Pengantar Geografi Desa. Yogyakarta: UP. Spring. Hlm: 129 
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letak desa, luas desa, keadaan lahan, batas wilayah, jenis tanah serta 
bagaimana penduduknya memanfaatkan lahan yang ada. Unsur yang pertama 
ini erat kaitannya dengan potensi desa dan cara pengembangan potensi 
tersebut, namun tetap terjaga wilayahnya dan memudahkan pemerintah untuk 
memantau perkembangannya. 
Kedua, unsur penduduk dalam hal ini meliputi jumlah penduduk 
desa, pertumbuhan, kepadatan desa serta penyebarannya, dan mata 
pencaharian penduduk setempat. Artinya, penduduk menjadi unsur penting 
dalam memetakan perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, 
apakah pemerintah desa telah berhasil dalam menyejahterakan masyarakat 
atau belum. Hal ini dibuktikan dengan tingkat tinggi rendahnya penduduk 
dalam mencari pekerjaan di luar desa, kota maupun provinsi. Pemerintah 
Desa yang berhasil adalah pemerintah yang mampu menyiapkan lapangan 
pekerjaan dan mampu menekan kebiasaan urbanisasi penduduk. 
Ketiga, unsur tata kehidupan dalam hal ini tata pergaulan, adat 
istiadat, ikatan pergaulan serta norma-norma yang berlaku di desa setempat. 
Di desa, pergaulan antara warga satu dengan yang lainnya sangat kental serta 
sifat gotong royong yang tinggi dan saling membantu apabila ada yang 
mengalami kesulitan. Unsur-unsur desa inilah yang memberikan karakteristik 
tersendiri pada desa, sehingga berbeda dengan perkotaan.  
D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
  Desa menjadi ranah politik terdekat antara masyarakat dengan 
Pemerintah Desa. Pemerintah Desa jadi bagian dari pelayan negara yang 
memiliki tugas kenegaraan, yaitu melaksanakan administrasi ditingkat desa, 
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menjalankan program pembangunan, dan memberi pelayanan dasar bagi 
masyarakat. 
  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijalankan oleh Pemerintah 
Desa. Sebab jarak yang mudah dijangkau, secara normatif warga desa mampu 
berpartisipasi dan menyentuh langsung dalam proses pemerintahan maupun 
pembangunan ditingkat  pendekatan rekognisi, fasilitasi dan emansipasi guna 
menjamin efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. pemerintah Desa 
memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap partisipasi, kelembagaan, dan 
proses-proses pemberdayaan yang sudah ada di masyarakat. 
  Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik harus sesuai dengan 
peraturan desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 yang meliputi: 
1. Kepastian hukum, merupakan prinsip didalam negara hukum 
mengutamakan dasar peraturan perundang-undangan, keadilan, dan 
keharmonisan dalam semua kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa.  
2. Tertib kepentingan umum, merupakan prinsip yang mendahulukan 
kesejahteraan umum melalui cara yang akomatif, aspiratif dan selektif. 
3. Tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, merupakan prinsip 
berdasarkan keserasian, keteraturan, keseimbangan dan pengendalian 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
4. Keterbukaan merupakan prinsip yang membuka diri kepada hak warga 
desa untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Profesionalitas merupakan prinsip yang mengedepankan keahlian 
berdasarkan paraturan perundang-undangan dan kode etik 
6. Proporsionalitas merupakan prinsip yang mengedepankan keharmonisan 
antara kewajiban dan hak penyelenggaraan pemerintahan desa. 
7. Efektifitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan 
harus mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. 
8. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menentukan setiap aktifitas dan 
hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkn kepad masyarakat desa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
9. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang 
dilaksanakan tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. 
10. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan 
kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
desa. 
11. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak 
boleh mendiskriminasikan kelompok dan masyarakat tertentu. 
12. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 
Tabel 2.1 
Perbedaan Desa Lama dan Desa Baru dalam Perspektif UU Desa 
 Desa Lama Desa Baru 
Payung Hukum UU No. 32/2004 dan 
PP No. 72/2005 






Kedudukan Sebagai organisasi 
pemerintahan yang 






masyarakat, hybrid antara self 
governing community dan local 
self government 









kewenangan yang terbatas dan 
strategis dalam mengatur dan 
mengurus desa; termasuk 
mengatur dan mengurus bidang 
urusn yang tidak perlu ditangani 





Politik Tempat Lokasi: Desa sebagai 
lokasi proyek dari 
atas 
Arena: Desa sebagai arena bagi 



















Fasilitasi, emansipasi dan 
konsolidasi 
Sumber: Desa Membangun Indonesia (2014) 
 
2.2.2 Tinjauan Otonomi Desa 
A. Pasang Surut Otonomi Desa 
Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, 
bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari dari pemerintah. Sebaliknya, 
pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang asli dimiliki oleh desa 
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tersebut21. Ikhtiar otonomi desa telah dijalankan semenjak proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia, menghadapi pasang surut. Kemudian 
menemukan waktu yang tepat pada masa reformasi dan munculnya otonomi 
daerah, dan klimaksnya pada tahun 2014. Diangkatnya Undang-Undang desa 
menjadi subjek pemerintahan pada tahun 2014, membuktikan reformasi 
sebagai otonomi sejati untuk desa. 
Dr. Didik Sukriono, S.H, M.H mengatakan bahwa pemerintahan 
pada masa penjajahan Belanda, yaitu Regenringsreglement pada tahun 1854 
pasal 71 mengatur ketentuan pengesahan atau Pemerintah Desa dan Kepala 
Desa dengan memberikan hak kepada dalam mengatur dan mengelola rumah 
tangganya sendiri. masa pemerintahan penjajahan Jepang pada tahun 1994 
nomor 7 Osamu Seirei mengatur ketentuan pemilihan dan pemberhentian 
Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menjadikan desa yang 
otonom paling bawah, berhak dalam mengatur kepemerintahannya sendiri.  
Histori pengaturan desa sudah ditentukan beberapa peraturan 
tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengenai 
dasar-dasar Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
mengenai Dasar Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1965 mengenai Desa Praja menjadi bentuk percepatan terwujudnya wilayah 
tingkat III pada seluruh NKRI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pemerintahan Daerah, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 
                                                          
21 HAW. Widjaja. 2008. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: 




Nomor 32 Tahun 2004 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa yang diterbitkan 15 januari. 
Dasar Bhineka Tunggal Ika menjadi kuat manakala Undang-Undang 
tentang desa ini melindungi dan mngakui keragaman adat istiadat. Secara 
terang, Undang-Undang Desa secara langsung bertujuan untuk melestarikan 
budaya orisinil sebagai kebhinakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
menggabungkan fungsi self-governig community dengan local self 
government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini 
merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa 
atau desa adat. 
Desa dan desa adat memiliki tugas yang hampir sama, perbedaannya 
hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian 
sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian 
adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat 
serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. 
B. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 
2014 
   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengangkat 
kembali otonomi desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keaneka 
ragaman dan keunikan budaya tiap desa, di dalam sebuah negara kesatuan 
Republik Indonesia. Era Undang-Undang Desa memperlihatkan usaha 
pemerintah pusat untuk mengotonomikan desa untuk mandiri dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi sudah sampai pada akarnya, 
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sadarnya konstitusi desa adat dan desa akan mendorong jalannya reformasi 
berlandaskan otonomi daerah yang mutlak. 
Secara susunan pemerintah, negara membuat ketentuan sampai 
tingkat Kecamatan, hingga susunan di bawah itu disebut susunan masyarakat. 
Oleh sebab itu, warga desa disebut masyarakat yang mampu menjalankan 
sistem rumah tangganya sendiri serta pemerintahannya sendiri dalam skala 
desa. Perubahan Undang-Undang Dasa 1945 Pasal 18 B disebutkan bahwa 
otonomi khusus mendapat rekognisi serta penghormatan menjadi masyarakat 
hukum adat yang sejalan dengan dasar pemikiran Negara Republik Indonesia.  
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, 
menarik untuk diperhatikan sebab ketentuan mengenai desa diatur lebih rinci 
dibandingkan dengan Undang-Undang yang mengatur terkait pengaturan 
desa sebelumnya. Salah satunya bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 yang menegaskan jenis desa dengan membaginya terdiri dari desa 
dan desa adat, yang penggunaannya disesuaikan dengan penyebutan yang 
berlaku di daerah setempat22. 
Adapun mengenai kewenangan desa yang ditentukan di dalam 
Undang-Undang Desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usu, dan adat istadat desa23. adapun 
                                                          
22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 
23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 
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kewenangan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri adaah sebagai 
berikut24: 
a. Kewenangan lokal berskala desa 
b. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 
c. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemirintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota yang sesuai ketentuan undang-undang 
d. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota. 
Kemudian ada juga ditetapkan kewenangan yang menjadi 
kewenangan desa adat dalam Undang-Undang ini, berdasar pada hak asal usul 
dan prinsip keberagaman, kewenangan desa adat meliputi25: 
a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli 
b. penyelesaian sengketa adat berlandaskan hukum adat 
c. pengurusan dan pengaturan ulayat atau wilayah adat 
d. penyelenggaraan sidang peradilan desa sesuai ketentuan pada undang-
undang 
e. melestarikan nilai budaya desa adat 
f. pengembangan kehidupan adat sesuai kondisi budaya sosial desa adat 
g. memelihara ketertiban dan ketenteraman warga desa sesuai hukum ada 
yang berjalan. 
 
                                                          
24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 
25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal Pasal 103 
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2.2.3 Kewenangan Desa 
 Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh 
sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, berikut kewenangan 
desa: 
A. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa 
Kewenangan hak asal usul dalam pasal 19 huruf (A) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 memiliki arti; hak asli masa lampau yang sudah ada sebelum 
lahir negara Indonesia tahun 1945 dan masih dibawa dan dilanjutkan oleh desa 
sesudah hadiirnya negara Indonesia hingga saat ini. Di samping itu, hak-hak asli 
yang muncul dari prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan asal 
usul yang diakui oleh negara meliputi: pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah 
ulayat, tanah kas desa) dalam yuridiksi desa, pembentukan struktur Pemerintahan 
Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan 
budaya setempat. 
Kewenangan asl usul desa sebagaimana termuat dalam pasal 33 huruf (a) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dijelaskan secara mendalam pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 34 ayat 1 yang meliputi: 
a. Mengembangkan peran masyarakat 
b. Sistem organisasi masyarakat desa 
c. Pembinaan hukum adat dan lembaga 
d. Pengelolaan tanah kas desa 
e. Pembinaan kelembagaan masyarakat 
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Adapun lingkup yang dijelaskan lebih mendalam pada Peraturan Menteri 
Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan hak asal usul dan lokal 
berskala desa. hak desa adat berlandaskan asal usul, diuraikan secara rinci pada 
Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 103, yaitu: pengaturan dan 
pengurusan ulayat atau wilayah adat, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan 
berdasarkan susunan asli dan pelestarian nilai sosial budaya desa adat yang 
operasionalnya diperjelas dalam Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, yaitu pelaksanaan dan pengaturan 
pemerintahan berlandaskan susunan asli yang ada di pasal Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014, yaitu bahwa negara muttlak menghormati dan memperhatikan 
kewenangan hak asal usul terkait nomenklatur, institusi dan organisasi desa. tanah 
kas desa adalah hak asal usul yang paling vital, untuk itu tanah desa adalah aset 
kekayaan yang menjadi salah satu sumber kehidupan untuk masyarakat dan desa. 
Pengertian pengurusan dan pengaturan ulayat dan wilayah adat 
memperlihatkan bahwa negara tidak diijinkan ikut campur terhadap tanah desa 
sebagai hal asal usul desa. Meskipun, negara masih memiliki tugas dalam 
melindungi dan menjaga kelestarian pemanfaatan tanah desa. Tanah kas desa 
adalah hak asal usul yang paling vital, untuk itu tanah desa adalah aset kekayaan 
yang menjadi salah satu sumber kehidupan untuk masyarakat dan desa. 
B. Kewenangan Lokal Berskala Desa  
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 
Tahun 2014 pasal 33 huruf (b) bahwa kewenangan untuk mengurus dan mengatur 
kepentingan warga desa yang sudah diimplementasikan oleh desa efektif dijalankan 
sebab prakarsa desa dan perkembangan desa. Kewenangan lolak berskala desa 
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dijelaskan secara rinci lagi pada pasal 34 ayat pada Peraturan Pemerintah Nomor 
43 tahun 2014, meliputi: pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan pelayanan 
terpadu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tambatan perahu. Artinya, 
kewenangan lokal berskala desa seperti diuraika pada pasal 5 Permendesa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 memiliki 
karakteristik berikut:  
a. Kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan pokok warga 
desa 
b. Kewenangan yang mengutamakan aktifitas pemberdayaan dan pelayanan 
masyarakat 
c. Kewenangan yang memiliki lingkup kegiatan dan pengaturan dalam masyarakat 
yang memiliki dampak internal desa 
d. Aktifitas yang sudah dilakukan desa berdasarkan prakarsa desa 
e. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam 
wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.  
f. Kewenangan lokal berskala desa yang sudah diatur dalam undang-undang 
mengenai pembagian kewenangan pemerintah, provinsi, kabupaten atau kota 
g. Program aktifitas pemerintah, provinsi, kabupaten atau kota dan pihak ketiga 
yang sudah dikelola desa. 
Pada pasal 81 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014: 
“pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa” serta  
“pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan 
kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa” 
Rangakaian pasal tersebut mempertegas kewenangan lokal bukan jadi kewenangan 
kementerian, melainkan jadi kewenangan desa. sebab selama ini kementerian 
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mempunyai program yang dibangun di desa mulai dari perncanaan sampai 
membuat lembaga lokal di arena desa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 bisa memotivasi desa untuk mandiri, berdaulat dan berkepribadian 
seperti cita-cita negara saat ini.  
 
Gambar 2.1 Kewenangan Lokal Berskala Desa  
Sumber: Regulasi dan Kewenangan Desa (2015) 
C. Kewenangan yang Berasal Dari Tugas Pembantuan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota  
Berdasarkan Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 19 terdapat kewenangan 
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Untuk pengurusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya, 
pemilik kewenangan bisa meminta kepada bawahannya guna lenjalankan sebagian 
kewenangan miliknya yang disertai dengan sumber daya dan biaya yang 
diperlukan.  
Tugas pembantuan berasal dari pemeirntah pusat, provinsi, kabupaten 
maupun kota. Seluruh tugas pembantuan tersebut harus disertai dukungan prasarana 
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dan sarana, pembiayaan serta sumber daya manusia. Pelaksanaan tugas pembantuan 
harus berpedoman sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh undang-undang. 
Apabila tugas pembantuan tidak disertai dengan sarana dan prasarana, biaya dan 
sumber daya manusia maka pemerintah desa boleh menolaknya. 
1.2.4 Potensi Desa 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan 
bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan 
oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaaan maupun 
prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. 
Apabila potensi desa dimanfaatkan dengan baik, maka potensi tersebut dapat 
menghasilkan pendapatan asli desa yang mampu menyejahteran masyarakat serta 
membangun infrastruktur desa yang lebih maju. 
A. Jenis-Jenis Potensi Desa 
  Salah satu perbedaan Desa dengan Kelurahan adalah dimilikinya 
kekayaan atau aset desa. Desa sebagai badah hukum mempunyai kekayaan. 
Jenis kekayaan desa  sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Pasal 76 ayat 1 dan 2 adalah tanah ulayat, tanah kas desa, pasar hewan, 
pasar desa, bangunan desa, tambatan perahu, pemandian umum, pelelangan 
ikan, hutan milik desa, mata air milik desa, pelelangan hasil pertanian, dan 
aset milik desa lainnya. Adapun aset milik desa lainnya antara lain, sebagai 
berikut26: 
                                                          
26 Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 
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a. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian 
kontran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
b. Kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APBN, APBD serta 
APBDes 
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari sumbangan hibah atau sejenisnya 
d. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 
e. Hasil kerjasama desa 
B. Pengelolaan Potensi Desa 
Pengolaan aset kekayaan atau potensi desa dilakukan atas dasar  
kepastian hukum, fungsional, keterbukaan efisiensi, kepastian nilai dan 
akuntabilitas27. Pengelolaan aset kekayaan desa harus berdayaguna dan 
berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan 
Desa harus mendapatkan persetujuan BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa 
dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat desa. 
C. Pemetaan Potensi Desa 
Pemetaan adalah pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang 
berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, 
pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap 
sosial kultural yang memilki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang 
tepat. (Soekidjo,1994).  
                                                          
27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 
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Pemetaan potensi desa adalah kegiatan atau aktifitas untuk 
mengetahui dan menggambarkan posisi serta penyebaran potensi dan 
permasalahan dalam suatu wilayah di desa. pemetaan potensi dan permasalahan 
wilayah desa dimaksudkan untuk menggambarkan dan memudahkan dalam 
mengenali dan memahami potensi-potensi dan permasalahan yang ada. Agar 
dapat ditentukan penanganan yang tepat. Kegiatan ini untuk menggambarkan 
penyebaran potensi desa dan permasalahan dalam wilayah desa dengan 
memetakan potensi yang ada di desa. 
Adapun tahapan pemetaan menurut Intan Permanasari (2007) terdapat 
tiga tahap yaitu pertama, tahap pengumpulan data, langkah ini dimulai dari 
pendataan seluruh potensi desa baik yang telah dimanfaatkan maupun yang 
belum dimanfaatkan. Tahap kedua, penyajian data, langkah ini merupakan 
upaya menggambarkan data yang telah diperoleh melalui tahap pertama yaitu 
pengumpulan data dengan cara pendataan seluruh potensi desa yang kemudian 
diidentifikasi permasalahan yang ada, baik yang positif maupun negatif. 
Kemudia tahap yang ketiga adalah penggunaan peta, dalam hal ini terkait 
dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penggunaan dari data-data 
yang diperoleh tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa. 
Banyak potensi desa yang belum dikembangkan secara optimal. Oleh 
sebab itu, sangat diperlukan strategi agar mengungkapkan bahwa untuk 
mengembangkan potensi desa, perlu adanya pemetaan potensi dari setiap desa. 
potensi yang ada di desa dapat dikembangkan dengan lebih maksimal dengan 
pemetaan dan kajian yang baik. Seluruh kekayaan alam di desa dapat kerungkap 
dan dapat digali kembali. Setelah melakukan pemetaan, dapat dilakukan analisa 
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terhadap kondisi yang ada. Analisa dilakukan untuk melihat nilai positif dan 
negatif dari kondisi desa baik secara internal maupun eksternal28. Melalui 
pemetaan potensi desa dapat diketahui apa saja keunikan dan keunggulan yang 
dimiliki desa untuk dikembangkan supaya menjadi nilai tambah pendapatan asli 
desa. ada beberapa potensi desa yang jika ditangani dengan baik akan berperan 
besar dalam menyejahterakan masyarakat, seperti pengembangan potensi 
wisata, pertanian, industri dan peternakan sangat bergantung pada kondisi alam 
maupun budaya masyarakat, sehingga nantinya pembangunan yang dilakukan 
tidak salah arah dan tidak berdampak maksimal pada masyarakat. 
D. Potensi Desa untuk Memenuhi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
Desa memiliki peran pokok di bidang ekonomi, melalui pemanfaatan 
potensi desa yang baik, akan membantu desa dalam menjalankan 
penyelenggaraan pemerintahan desa yag sejahtera. Peran penting desa lainnya 
adalah desa sebagai produksi pangan , berpengaruh terhadap ketahanan pangan 
nasional. Selain itu peningkatan jumlah dan kualitas komoditas seperti kelapa, 
lada, kopi, teh dan karet juga penting untuk meningkatkan ekspor dan devisa 
negara. Penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan berperan 
sebagai produksi kebutuhan bahan pangan berprotein29. Semua itu erat kaitannya 
dengan pentingnya potensi desa dalam memenuhi penyelenggaraan pemerintah 
desa. 
                                                          
28 Kabid Pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten 
Purworejo, Sri Wahyuningsih dalam kutipan artikel “Perlu Pemetaan Untuk Memaksimalkan 
Pembangunan di Tiap Desa”, sorotpurworejo.com 
29 Dikutip dari situs www.ssbelajar.net/2012/12/potensi-desa-dan-perkembangan-desa-




Sumber: Desa Mandiri Desa Membangun (2015) 
Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya 
memberikan sebuah pandangan dan konsep baru terkait pembangunan desa. Desa 
saat ini tidak lagi menjadi obyek pembangunan. Saat ini desa telah menjadi subyek 
dalam pembangunan desa, artinya desa dapat mengatur dan membangun desanya 
sendiri secara mandiri. Desa dituntut melakukan perubahan dalam menggerakkan 
kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat desa. peran tersebut disebut 
membangun desa dan desa membangun. 
E. Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang dari rekening kas desa 
yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak lagi dibayar oleh desa. 
pendapatan asli merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa, yaitu 
hak asal usul dan kewenangan skla lokal desa. pendapatan asli desa barsumber dari 
masyarakat dan lingkungan desa, pendapatan transfer bersumber dari kementerian 
sektoral, pihak yang berhubungan dengan proses penerimaan pendapatan yaitu 
pemberi uang, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 
atau kota, sedangkan penerima uang yaitu bendahara desa, pelaksana kegiatan, 
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kepala dusun. Dan yang terakhir adalah bank. Kelompok pendapatan asli desa 
meliputi hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan lain-
lain pendapatan asli desa. seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa 
harus disetorkan ke dalam rekening kas desa.  
 
